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Latar belakang penelitian ini disebabkan Kabupaten Banjar sebagai bagian 

dari kawasan strategis Banjarbakula masih menghadapi berbagai persoalan 

infrastruktur, khususnya di wilayah Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura. 

Kerusakan jalan lingkungan dan keterbatasan penerangan jalan umum (PJU) telah 

menimbulkan hambatan signifikan terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi 

masyarakat setempat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas 

pelaksanaan kebijakan pembangunan yang seharusnya menjamin terpenuhinya hak 

masyarakat atas hasil pembangunan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan 

perbaikan jalan dan penyelenggaraan PJU serta menganalisis faktor-faktor 

penghambat yang memengaruhi keberhasilannya di Desa Cindai Alus. 

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan 

sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan Dinas 

PUPRP Kabupaten Banjar dan Kepala Desa Cindai Alus, serta studi dokumentasi 

terhadap produk hukum daerah yang relevan. Teknik analisis dilakukan melalui 

reduksi data, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perbaikan jalan di Desa 

Cindai Alus baru berjalan sebagian dan bersifat insidentil. Jalan Irigasi, misalnya, 

masih belum diperbaiki secara memadai karena dianggap sebagai jalan inspeksi 

irigasi kewenangan pusat. Penganggaran pembangunan dilakukan melalui 

Musrenbang, namun ketersediaan dana terbatas menyebabkan tidak semua usulan 

terealisasi. PJU di wilayah ini pun masih minim akibat kewenangan yang tersebar 

antara instansi berbeda dan kurangnya koordinasi anggaran. Selain itu, kendala 

teknis di lapangan seperti perilaku masyarakat yang tidak patuh terhadap prosedur 

proyek juga menjadi penghambat. Secara umum, belum terpenuhinya hak 

masyarakat atas infrastruktur mencerminkan belum optimalnya efektivitas hukum 

dalam konteks pembangunan daerah. 


